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ABSTRACT

Sustainable urban development is the main agenda in Sustainable
Development Goals (SDG) 11, which demands inclusive, safe, resilient, and
sustainable cities. However, there is still a gap between normative
environmental law regulations and practices in the field, especially related to
the deficit of green open space, the existence of slums, and the lack of public
participation. This study aims to analyze the integration of the Pancasila
social justice principle into environmental law to strengthen the
implementation of SDG 11, focusing on the City of Bandar Lampung as a case
study. The research methodology used is normative and empirical legal
research with qualitative-descriptive analysis techniques, through a studyof
laws and regulations and field data related to spatial planning, green open
spaces, and slums. The results show that although Indonesia's legal
framework guarantees the right to a good environment, implementation at the
local level does not yet reflect the principles of social justice. This is reflected
in the RTH deficit of only around 10% (national standard of 30%), the
existence of slums £60.01 ha in Panjang District, and 1,115 units of
uninhabitable houses, which show spatial injustice and weak protection for
marginalized groups. The results of the study can be concluded that the
integration of Pancasila social justice values through collaborative governance
based on multi-stakeholder partnership is an important strategy to
strengthen the achievement of SDG 11. Theoretically, this study expands the
study of environmental law based on social justice, while practically providing
inclusive, participatory, and equitable policy recommendations for
sustainable urban development in Indonesia.
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ABSTRAK

Pembangunan perkotaan berkelanjutan adalah agenda utama dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 11, yang menuntut kota yang inklusif,
aman, tangguh, dan berkelanjutan. Namun, masih ada kesenjangan antara
peraturan dan praktik hukum lingkungan normatif di lapangan, terutama
terkait defisit ruang terbuka hijau, keberadaan daerah kumuh, dan kurangnya
partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip
keadilan sosial Pancasila ke dalam hukum lingkungan hidup untuk
memperkuat implementasi SDG 11, dengan fokus pada Kota Bandar Lampung
sebagai studi kasus. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dan empiris dengan teknik analisis kualitatif-deskriptif,
melalui kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan terkait tata
ruang, ruang terbuka hijau, dan daerah kumuh. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia menjamin hak atas lingkungan
yang baik, implementasi di tingkat lokal belum mencerminkan prinsip-prinsip
keadilan sosial. Hal ini tercermin dari defisit RTH hanya sekitar 10% (standar
nasional 30%), keberadaan permukiman kumuh +60,01 ha di Kecamatan
Panjang, dan 1.115 wunit rumah tak layak huni, yang menunjukkan
ketidakadilan spasial dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok
marjinal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai
keadilan sosial Pancasila melalui tata kelola kolaboratif berbasis kemitraan
multipihak merupakan strategi penting untuk memperkuat pencapaian SDG
11. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian hukum lingkungan
berbasis keadilan sosial, sekaligus secara praktis memberikan rekomendasi
kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan adil untuk pembangunan perkotaan
berkelanjutan di Indonesia.
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